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ABSTRAK 

Nabila Tul Husnah (12020421066): Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan 

Pengawasan Pemilu Tahun 2024 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah 

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengungkap peran Bawaslu Kampar 

dalam menjalankan pengawasan pemilu tahun 2024, yang menjadi tugas penting 

bagi Bawaslu Kampar, karena sebagai lembaga yang memiliki tugas, wewenang 

dan kewajiban dalam mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Bawaslu 

Kampar dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Apa Faktor 

Penghambat Bawaslu Kampar dalam Pengawasan Pemilu, dan Bagaimana 

Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yang 

berlokasi di Bawaslu Kabupaten Kampar. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah Ketua dan Kordiv Bawaslu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini 

tentang pengawasan Pemilu tahun 2024. Data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran Bawaslu 

Kampar dalam melakukan pengawasan pemilu 2024 belum semuanya maksimal. 

Hal ini dapat terbukti dengan adanya beberapa laporan dan temuan selama proses 

tahapan pemilu. Kemudian dalam menjalankan perannya Bawaslu Kampar 

memiliki beberapa kendala yaitu karena faktor aturan, faktor kurangnya petugas di 

lapangan, faktor budaya politik, dan faktor partisipasi masyarakat. Dalam islam 

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dikenal dengan Wilayah al-Hisbah. 

 

Kata Kunci: Peran, Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Fiqh Siyasah  
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Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala puji bagi Allah SWT yeng telah melimpahkan karunia-Nya kepada 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 

yang mengutamakan sistem demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai 

ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan kesetaraan bagi 

seluruh warga negara.
1
 Indonesia sudah lama memperjuangkan demokrasi, 

sehingga banyak kejadian atau tindakan yang harus berdasarkan prinsip 

demokrasi. Setiap demokrasi yang diterapkan di negara manapun pasti 

memiliki cara untuk melaksanakannya, dan di Indonesia sendiri memiliki 

cara yang luar biasa dalam melaksanakan demokrasi, yaitu Pemilihan 

Umum atau biasa disebut PEMILU. 

 Pemilihan Umum (Pemilu) juga merupakan sarana untuk 

mewujudkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan 

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

untuk membentuk pemerintahan negara yang demokrastis berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.
2
  

 Menurut Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945, pemilihan umum harus 

diselenggarakan setiap lima (5) tahun dengan pemilihan langsung, umum, 

                                                           
1
 Sukimin Sukimin dan Subaidah Ratna Juita, “Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan 

Umum dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia,” JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum 

Indonesia) 4, no. 1 (Agustus 3, 2023), h. 82. 

2
 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, 2017. 



 
 

 
 

bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3
 Pemilihan umum yang dilaksanakan pada 

tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pada waktu yang bersamaan 

dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan 

Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), pemilihan Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Provinsi (DPR Prov), pemilihan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPR Kab/Kota). 

 Dalam penyelenggaraan pemilu, tugas dan tangung jawab KPU 

sangatlah berat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan perhitungan 

hasil pemilu. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, KPU 

mengkoordinasikan dan menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemilu, dan salah satu tugas KPU adalah mempersiapkan 

pembentukan Badan Pengawas Pemilu.
4
 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara 

pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 Bawaslu merupakan lembaga tetap, 

masa jabatan anggotanya adalah lima (5) tahun terhitung sejak sumpah 

atau janji. Badan pengawas pemilu adalah khas Indonesia karena Bawaslu 

dibentuk sebelum tahap pertama pemilu, yakni pendaftaran pemilih. 

Bawaslu adalah bagian yang menetapkan standar pengawasan pemilu di 

semua tingkatan. Selain tugas tersebut, tugas Bawaslu juga meliputi 

                                                           
3
 Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945., 1945. 

4
 Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran 

Politik Pemilu 2009 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 61. 

5
 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum., 2017. 
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pemantauan pelaksanaan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, dan 

penanganan tindak pidana administrasi dan pemilu.
6
 

Menurut Pasal 101 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2017, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten adalah melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang 

meliputi: 

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota 

terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu; dan 

2. Sengketa proses pemilu; 

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaran Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

2. Pencalonan yang berkaitan dengan pensyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 

4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu; 

7. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya; 

                                                           
6
 Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), h. 34. 



 
 

 
 

8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan 

sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota; 

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; 

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, 

yang terdiri atas: 

1. Putusan DKPP; 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; 

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melakanakan 

penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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g. Mengawasi pelaksaaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
7
 

Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 15 

Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Badan Pengawas Pemilu (Bawalu) adalah lembaga penyelenggara pemilu.
8
 

Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi 

penyelenggara pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. 

Selama penyelenggaran pemilu yang pernah berlangsung baik 

pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan pemilu Kepala Daerah, 

dapat timbul perselisihan terkait hasil pemilu. Hal ini menimbulkan 

sejumlah masalah, antara lain penyelesaian tindak pidana pemilu; 

penyelesaian administrasi pemilu; penyelesaian sengketa pemilu yang 

timbul dari penyelenggaraan pemilu; dan sengketa hasil pemilu. 

Dalam sistem pemilu saat ini dan penyelenggaran pemilu yang 

melibatkan banyak orang dan partai politik, menjadi pemilu sangat rawan 

penyimpangan dan pelanggaran. Keadaan seperti itu memerlukan 

                                                           
7
 Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, 2017. 

8
 Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaran Pemilu, 2011. 



 
 

 
 

pengawasan oleh suatu lembaga yang dijamin oleh undang-undang agar 

pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
9
 

Pengawasan berasal dari kata “awas” dalam kamus Bahasa 

Indonesia yang berarti memperhatikan dengan seksama, kewaspadaan. 

Sedangkan mengawasi adalah memantau dan pengawas adalah orang yang 

mengawasi, maka pengawasan adalah langka sekaligus salah satu fungsi 

yang sangat penting. Dikatakan demikian karna pengawas memeriksa 

apakah hal-hal yang tercantum sudah dilakukan atau belum. Langkah-

langkah yang diambil Bawaslu ialah memantau perkembangan seluruh 

tahapan pemilu. 

Pengawasan dalam bahasa Arab artinya sama dengan " اىشقببة ar-

Riqobah". Dalam Al-Qur‟an kata ini disebutkan dalam beberapa ayat yang 

biasanya menunjukkan adanya fungsi pengawasan, khususnya pengawasan 

dari Allah SWT.
10

 Ayat-ayat tersebut antara lain: Qs. Asy-Syura [42]: 6 

 ِْ ٍِ َِ اجَّخَزُوْا  ٌْ بِىَمِيْوٍ ﴿ وَاىَّزِيْ ّْثَ عَييَْهِ بٓ اَ ٍَ ٌْْۖ وَ ُ حَفيِْظٌ عَييَْهِ  ﴾ ٦دُوّْهِٖٓٓ اوَْىيِبَۤءَ اّللّه

Artinya: “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung 

selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya 

Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka”. 

Berdasarkan ayat di atas, maka hakikat pengawasan dalam Islam 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan 

                                                           
9
 Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum,” Jurnal Konstitusi PKK 

Universitas Kanjuruhan Malang 2 (2009), h. 11. 

10
 Maharani Wicahyaningsi, “Contolling dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist,” 

Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam 6 (2022), h. 33. 
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spiritual, pemantauan tidak hanya oleh pemimpin tetapi juga pemantauan 

oleh Allah SWT secara manusiawi yang merhargai martabat manusia. 

Dalam konteks ini, pengawasan atau ar-Riqobah merupakan tugas yang 

tetap dan harus dilakukan, karena pengawasan itu menghindari kegagalan 

atau akibat yang lebih buruk.  Terkait faktor ini, Al-Qur‟an memberikan 

pemahaman yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.
11

 

Mengingat peran Bawaslu sangat dibutuhkan dalam pengawasan 

pemilu, maka Bawaslu ditunjuk sebagai penyelenggara tetap pemilu dan 

memiliki wewenang untuk mengawasi proses pemilu. Dalam melakukan 

tindakan preventif, Bawaslu harus memiliki strategi tindak lanjut yang 

tepat berdasarkan potensi pelanggaran. 

Namun kenyataannya, di Kabupaten Kampar masih ditemukan 

pelanggaran selama proses pemilu. Pelanggaran tersebut berupa 

kekurangan-kekurangan surat suara yang merupakan item utama di dalam 

logistig pemilu dan terjadinya politik uang yang memenuhi kriteria 

pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kampar. Pelanggar-pelanggar 

tersebut merupakan caleg DPRD Kampar, DPRD Riau dan DPR RI. 

Adanya pelanggaran-pelamggaran yang dilakukan oleh calon anggota 

legislative kabupaten Kampar dari partai-partai pengusung. Beberapa 

pelanggaran politik uang terjadi diwilayah pemilihan 4 (empat) kabupaten 

Kampar oleh partai H dengan membagikan sembako di kecamatan Kampar 

dan dari partai P di wilayah daerah pemilihan 3 (tiga) dengan membagikan 

sembako yang didalamnya yang terdapat kartu nama caleg, dari partai G 

pelanggaran dilakukan oleh caleg DPRD.
12

 

                                                           
11

 Ibid., h. 35. 

12
 Ikhwanul Rubby, “Bawaslu Kampar Dalami Kasus Dugaan Money Politik dengan 

Terlapor Dua Caleg di Kampar,” Tribun Pekanbaru.com, last modified 2019, 

https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/19/bawaslu-kampar-dalami-kasus-dugaan-money-

politik-dengan-terlapor-dua-caleg-di-kampar. 



 
 

 
 

Untuk penanganan tindak pidana Pemilu di atas, diharapkan kerja 

yang positif dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi 

jalannya pemilihan umum yang jujur, adil, serta diharapkan kinerja dari 

Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian 

dan dari unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu 

(Penegakan Hukum Terpadu).
13

 

Fungsi sentra Gakkumdu yang utama adalah melakukan gelar 

perkara untuk menemukenali unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-

bukti yang harus dikumpulkan. Selain itu fungsi sentra Gakkumdu untuk 

membantu pengawas pemilu dalam membuat kajian tindak pidana 

pemilu.
14

 

Berdasarkan permasalahan di atas, penting untuk melihat 

bagaimana peran Bawaslu di Indonesia dalam memajukan dan 

menciptakan demokrasi yang berkualitas dengan menyelenggarakan 

pemilu yang jujur dan adil. Berangkat dari permasalahan yang telah 

dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran 

Bawaslu dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kampar, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan 

Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. 

 

 

                                                           
13

 Sarah Bambang, Sri Setyadji, dan Aref Darmawan, “Penanganan Tindak Pidana Pemilu 

dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU),” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2 

(2021), h. 285. 

14
 Budi Nuryanto, “Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur,” Journal 

Justiciabelen (JJ) 1, no. 2 (Juli 28, 2021), h. 123-124. 



9 
 

 
 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih tepat sasaran dan tidak mengambang 

sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis 

membatasi topik mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Kampar alam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum terutama pada proses pengawasan Pemilu tahun 2024.  

C. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diturunkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? 

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan 

Pengawasan Pemilu Tahun 2024? 

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Pemilu? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Peran Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Kampar Dalam Menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. 



 
 

 
 

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan 

Pegawasan Pemilu Tahun 2024. 

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan 

Pemilu. 

E. Manfaat Penelitian 

Mengenai kemanfaatan hasil kegiatan penelitian ini, mereka 

mimiliki dua keunggulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan gelar Serjana 

Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk 

menambah khazanah Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh di ruang kuliah 

untuk dipraktekkan. 

b. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap dapat 

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian selanjutanya 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Defenisi Peran 

Secara etimologi peran ialah seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan dimana orang lain mengharapkan suatu perbuatan. Artinya 

bagi sebagian orang setiap tindakan itu penting. 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengacu 

pada pelaku, peran atau perilaku yang diharapkan dari orang lain yang 

hidup dalam masyarakat. Peran adalah aspek dinamis dari suatu 

kedudukan (status), ketika seseorang memenuhi hak dan 

kewajibannya, maka ia memenuhi peran tersebut. Perbedaan antara 

kedudukan dan peran didasarkan pada pengeahuan. Keduanya tidak 

dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan 

sebaliknya.
15

  

Kemudian menurut Rivai, peran adalah kegiatan perilaku yang 

diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu.
16

 

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk melakukan perubahan yang dikehendaki oleh 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 12. 

16
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke 

Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 148. 



 
 

 
 

masyarakat, berdasarkan kedudukan atau status orang atau kelompok 

orang tersebut. 

Menurut Soekanto, peran tersebut ada 3 (tiga), yaitu sebagai 

berikut: 

a. Peran aktif 

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

berdasarkan posisinya dalam kelompok sebagai kegiatan kelompok 

seperti manajer. 

b. Peran partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan kontribusi yang 

sangat berguna kepada kelompoknya. 

c. Peran pasif 

Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang pasif, di 

mana anggota kelompok menahan diri untuk memberikan 

kesempatan kepada fungsi-fungsi kelompok lain agar mereka 

bekerja dengan baik.
17

 

2. Defenisi Badan Pengawas Pemilihan Umum 

a. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian 

disingkat Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 14. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pengawasan 

pemilu adalah penyelidikan, peninjauan, dan evaluasi terhadap 

proses penyelenggaraan Pemilu menurut ketentuan undang-

undang. Pengawasan pemilu bertujuan memastikan 

penyelenggaraan pemilu yang komprehensif, menciptakan pemilu 

yang demokratis dan mendukung kejujuran, tranparansi 

penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu.
18

 

Bawaslu merupakan lembaga tetap, masa jabatan anggota 

adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diambil sumpah atau 

pengukuhan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 7 menyatakan: 

 “Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 

pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

sebagai suatu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

                                                           
18

 Moch. Salim Fikra Fauzi dan Eko Wahyono, “Peran badan pengawas pemilihan umum 

dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo,” IUS 8, no. 2 

(Januari 17, 2021): h. 14. 



 
 

 
 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat”.
19

 

Dalam hal pengawasan penyelenggara pemilu, Badan 

Pengawas Pemilu mempunyai struktur organisasi yang bersifat 

nasional sampai penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya. 

b. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Peran bawaslu diperlukan untuk memastikan agar 

penyelenggaran pemilu dilakukan secara demokratis dan adil. 

Menurut Wilma Silalahi bahwa peran masayarakat sangat penting 

dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.
20

 Hal serupa dikatan 

oleh Alif Andika Putra yang menyatakan bahwa Lembaga Bawaslu 

berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam proses 

penyenggarakan pemilu.
21

  

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, peran Bawaslu 

dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilu mempunyai tugas menyusun standar tata laksana kerja 

pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman 
                                                           

19
 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. 

20
 Wilma Silalahi, “Peran Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu 

Berintegritas,” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2, no. 1 (Juni 30, 2020): h. 24-25. 

21
 Alif Anandika Putra dan Abdul Kahar Maranjaya, “Peran Bawaslu dalam Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu,” Ganec Swara 17, no. 1 (Maret 4, 2023): h. 328. 
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kerja bagi pengawas pemilu disetiap tingkatan. Bawaslu juga 

bertugas mengawasi penyelenggaran pemilu, menerima dan 

menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan dalam rangka 

pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta melaporkan 

kepada Bawaslu RI untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
22

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Bawaslu juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan 

pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan 

oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

melaksanakan prinsip-prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil 

(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
23

 

Dilihat tugas dan wewenang yang terkandung dalam 

undang-undang di atas, ditegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) mempunyai kriteria dan tujuan yang jelas untuk setiap 

tugas dan wewenang terkait untuk memantau dan mengawasi 

pemilu tahun 2024. 
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 Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Tugas dan Wewenang Bawaslu, 2017. 

23
 Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas 

dan Wewenang Bawaslu, 2017. 



 
 

 
 

3. Pengawasan  

a. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai prosedur yang 

menjamin tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. Ini 

berfokus pada bagaimana melakukan suatu tindakan sesuai dengan 

rencana. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara 

perencanaan dan pengawasan.
24

 

Pengawasan pada hakikatnya dimaksudkan untuk 

meminimalkan penyalahgunaan dan penyimpangan dari tujuan 

yang dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu 

pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan 

menciptakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan penentuan 

atau penilaian ruang lingkup pekerjaan. Pengawasan juga dapat 

digunakan untuk mengamati sejauh mana spesifikasi pemimpin 

dilaksanakan dan sejauh mana terdapat penyimpangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan.
25

 

b. Tujuan Pengawasan 

Menurut Rachman, pengawasan bertujuan untuk: 

1) Memastikan aturan pelaksanaan konsisten dengan rencana, 

kebijakan dan peraturan; 

                                                           
24

 Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133. 

25
 Ibid., 133. 
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2) Mengadakan koordinasi upaya pencegahan pemborosan dan 

penyelewengan; 

3) Menjamin kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa 

yang dihasilkan; dan 

4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kepemimpinan, 

dan dengan demikian merupakan tujuan pengawasan yang kuat 

hubungannya dengan rencana organisasi.
26

 

Tujuan utama pengawasan adalah memperjuangkan apa 

yang ingin dicapai. Untuk melaksanakan tujuan utama ini dengan 

baik, pengawas harus memastikan bahwa pekerjaan dilakukan 

sesuai dengan instruksi yang diberikan. 

c. Kendala dalam Pengawasan 

Ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu: 

1. Terdapat posisi penjabatan yang “salah kaprah” dalam 

kaitannya dengan tugas pengawasan yang dilakukannya; 

2. Terdapat iklim budaya yang semata-mata pengawasan hanya 

berfokus mencari kesalahan; 

3. Ada rasa keengganan untuk melaksanakan pengawasan; 

4. Masih kurangnya kontrol umum atas konten isu yang dipantau; 

5. Pemimpin berada ditengah-tengah penyimpangan atau 

kemungkinan kolusi (persekongkolan) antara pemimpin dan 

rekan.
27

 

                                                           
26

 Ibid., h. 134. 



 
 

 
 

Terkait dengan akuntabilitas publik, pengawasan adalah 

cara untuk menciptakan dan mempertahankan legitimasi warga 

negara dalam kegiatan pemerintahan dengan mengembangkan 

sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal.  

Menurut Mulyadi, ada beberapa jenis pengawasan yang 

dapat dilakukan:
28

 

a) Pengawasan Intern dan Ekstern 

Pengawasan intern diartikan sebagai pengawasan yang 

dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dalam batas-batas 

suatu unit organisasi. Pengawasan dalam format ini dapat 

dilaksanakan dengan pengawasan langsung atau pengawasan 

melekat. 

Pengawasan ekstern diartikan sebagai pengawasan yang 

dilakukan oleh anggota yang berada diluar organisasi. 

b) Pengawasan Preventif dan Represif 

Pengawasan preventif lebih ditujukan untuk pengawasan 

yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, agar 

dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini juga harus 

dilakukan agar sistem dapat beroperasi sesuai dengan yang 

dinginkan. 

                                                                                                                                                               
27

 Ibid., 134. 

28
 Mulyadi, Sistem Informasi Akuntansi (Jakarta: Selemba Empat, 2016), h. 129. 
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Pengawasan represif diartikan pengawasan yang 

dilaksanakan berkenaan dengan suatu kegiatan setelah kegiatan 

itu selesai. Model pengawasan ini diperiksa pada akahir 

periode anggaran, ketika anggaran yang telah ditetapkan 

kemudian dilaporkan. Hal ini diikuti dengan inspeksi dan 

pengawasan untuk mengungkapkan potensi pelangaran. 

c) Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan aktif dilaksanakan sebagai bentuk 

pemantauan dilokasi tempat terjadinya kegiatan berlangsung. 

Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melaksanakan 

pemantauan melalui penelitian dan analisis terhadap analisis 

surat-surat pertanggung jawaban yang diberikan dengan bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran. 

d) Pengawasan kebenaran materil dan pengawasan kebenaran 

formil menurut undang-undang (rechmatigheid) mengenai 

maksud tujuan pengeluaran.
29

 

Dari sudut pandang penyelenggaraan negara, tujuan 

pengawasan adalah untuk mencegah korupsi, penggelapan, dan 

pemborosan anggaran negara yang ditujukan kepada aparatur 

negara dan pejabat pemerintah. Dengan telaksananya pengawasan 

ini, diharapkan anggaran dan kebijakan bangsa tetap berjalan 

sesuai rencana. 

                                                           
29

 Ibid., h. 131. 



 
 

 
 

4. Pemilihan Umum (Pemilu) 

a. Defenisi Pemilu 

Pemilu adalah proses dimana seseorang dipilih untuk 

jabatan pemerintah. Pemilihan ini dilaksanakan agar menciptakan 

negara yang demokratis yang mana pemimpin dipilih dengan 

sangat hati-hati.
30

 

Menurut Morissan, pemilu diartikan sebagai cara atau 

sarana untuk mengetahui keinginan atau arah kebijakan 

pemerintahan yang diinginkan dimasa depan. Setidaknya pemilu 

menjadikan peralihan pemerintahan yang aman dan tertib serta 

terwujudnya kedaulatan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan 

hak asasi warga negara.
31

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa: 

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

                                                           
30

 Ramidan Rabi‟ah, Lebih Dekat dengan Pemilihan Umum di Indonesia (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2004), h. 46. 

31
 Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi (Jakarta: Ramdiana Prakarsa, 2015), 

h. 17. 
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jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945”.
32

 

Berdasarkan teori yang dikemukan di atas, bisa dikatakan 

bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang dilaksanakan untuk 

menegakkan hak-hak rakyat dan untuk memilih wakil-wakil rakyat 

yang dapat menjalankan urusan bangsa di masa depan sesuai 

keinginan rakyat. 

b. Tujuan Pemilu 

Pemilu bertujuan untuk mengangkat wakil rakyat dan 

daerah serta membangun pemerintahan yang demokratis, kuat, dan 

didukung oleh warga negara yang akan melaksanakan cita-cita 

nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setiap tugas dalam penyelenggaraan pemilu harus memiliki 

banyak tujuan dan sasaran yang diinginkan serta tujuan pemilu.  

 Menurut Prihatmoko, pemilu mempunyai tiga tujuan ketika 

diadakan: 

1) Sebagai mekanisme pemilihan kepala pemerintahan dan 

sebagai alternatif kebijakan publik (public policy). 

2) Pemilu sebagai pengalihan konflik kepentingan masyarakat 

kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil 
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 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. 



 
 

 
 

yang terpilih atau partai yang dipilih yang diberikan kursi 

dengan cara memastikan intregasi masyarakat. 

3) Menggunakan pemilu sebagai serana untuk memobilisasi, 

menggalang atau memperoleh dukungan rakyat bagi negara 

dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik.
33

 

Berdasarkan pernyataan di atas bisa dipahami bahwa 

tujuan diadakannya pemilu ialah untuk memilih pemimpin 

pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, serta untuk 

membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung 

oleh rakyat untuk memajukan tujuan nasional sebagaimana 

diamanatkan dalam UUD 1945. 

5. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diresmikan 

oleh Mentri Hukum dan HAM Yosanna H. Laoly pada dalam Rapat 

Paripurna DPR-RI pada tanggal 21 Juli 2017 dan memuat 573 Pasal 

Penjelasan dan 4 Lampiran, 414 halaman Batang Tubuh Undang-

Undang Pemilihan Umum dan 127 Penjelasan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak masa diundangkan, 

sesuai dengan Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan 
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 J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problematika 

Penerpan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19. 
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Pasal 572 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 menegaskan 

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan 

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 

diundangkan”. 

Pada Undang-Undang ini disusun dengan melakukan 

penyederhanaan, penyelarasan serta menyatukan pengaturan Pemilu 

yang tertuang dalam tiga Undang-Undang, yakni Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Dalam Undang-Undang ini juga dicakup informasi tentang tiga 

organisasi penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. 

Kedudukan tiga lembaga yang bersangkutan akan diperkuat, tugas 

serta tanggung jawabnya ditentukan dan disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. 

Penguatan kelembagaan tersebut bertujuan untuk menciptakan 

penyelenggaraan pemilu yang lancar, terstruktur dan demokratis. 

Secara umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Penyelenggara 



 
 

 
 

Pemilu, Pelaksanaan Pemilu, Pelanggaran Pemilu, dan Sengketa 

Pemilu, serta Tindak Pidana Pemilu.
34

 

6. Tinjauan Fiqh Siyasah 

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh menurut bahasa berasal dari kata "فقه   faqiha" yang 

berarti memahami dan mengerti. Menurut terminologi, fiqh 

menurut ulama-ulama syara’ adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci). Jadi fiqih 

menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam 

yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh 

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh 

adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.
35

 

Fiqh berarti ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam 

yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber 

dari Mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, 

berarti ilmu yang membahas dan mempelajari hukum agama 

Islam.
36

 

Kata siyasah berasal dari kata سبس " sasa", yang berarti 

mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologi, siyasah 
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adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang 

membawa kemaslahatan. Abdul Wahab Khallaf juga mengartikan 

siyasah sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk menciptakan 

ketertiban dan memajukan serta mengatur keadaan. Kemudian Ibn 

Manzhur, mengartikan siyasah untuk mengatur dan memimpin 

sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Kedua 

pengertian yang dikemukan oleh parah ahli di atas masih bersifat 

umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai 

syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai 

kemaslahatan.  

Dalam pengertian lain, kata siyasah juga bisa didefenisikan 

sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”.  

Dari sini bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan 

suatu konsep yang berguna dalam menegakkan hukum 

ketatanegaraan di negara-negara dengan tujuan memajukan 

perdamaian dan stabilitas.
37

 

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah adalah bagian dari ilmu fiqh. Pembahasan 

ilmu fiqh meliputi ibadah, muamalah, dan uqubah. Fiqh siyasah 

mengkhususkan diri dalam bidang Muamalah dengan spesialis 
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 Imam Amrusi, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2013), 

h. 7. 



 
 

 
 

segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan 

pemerintahan.
38

 

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Fiqh siyasahnya yang 

berjudul al-ahkam al-sultaniyah,
39

 dia membagi ruang lingkup fiqh 

siyasah menjadi lima bagian diantaranya: 

1. Siyasah Dusturiyah (siyasah tentang perundang-undangan) 

2. Siyasah Maliyah (siyasah tentang keuangan) 

3. Siyasah Qadaiyah (siyasah tentang peradilan) 

4. Siyasah Harbiyah (siyasah tentang peperangan) 

5. Siyasah Idariyah (siyasah tentang administrasi) 

Ruang lingkup fiqh siyasah dapat dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yakni: 

1. Fiqh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga 

negara dengan lembaga negara yang satu, warga negara dengan 

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu 

negara. 

2. Fiqh siyasah dauliyah, sebagai kekuasaan kepala negara untuk 

mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah 
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teritorial, tahanan, pengasingan tawanan politik, dan 

pengusiran warga negara asing. 

3. Fiqh siyasah maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, 

pengelolahan, dan pengurangan uang milik negara. 

c. Fiqh Siyasah Idariyah 

Berdasarkan fiqh siyasah mengatur kewenangan dan peran 

pengawasan pemilihan umum dibahas dalam Siyasah Idariyah, di 

dalam siyasah idariyah ini mencakup memenuhi urusan rakyat 

termasuk kegiatan ri’ayatus syu’un. Ri’ayatus syu’un adalah 

semata-mata wewenang khalifah yang memiliki hak untuk adopsi 

teknis administrasi (ushulub idari) yang dikehendaki, lalu dia 

perintahkan agar teknis administrasi tersebut di laksanakan.
40

 

Kata idariyah berasal dari Bahasa arab yaitu Masdar dari 

kata adara asy-syay’ayudi idariyah artinya mengatur atau 

menjelaskan sesuatu. Adapaun pengertian idariyah secara istilah, 

terdapat banyak pakar yang mendefinisikan Siyasah Idariyah 

disebut juga hukum administrasi (al-Ahkam al-Idariyah). Fiqh 

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syar‟iyah. Pada 

dasarnya Siyasah Idariyah secara umum memiliki tujuan yang 

sama yaitu mengatur. 

Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah idariyah) 

diatur langsung dan disusun oleh Nabi Muhammad SAW karena 
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pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala 

negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris 

negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.
41

 Pada 

abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk 

mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah 

adalah terkait dengan pemerintahan yang mencakup kewenangan, 

organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. 

Sumber-sumber serta ijma‟ dan qiyas dan lain sebagainya. 

Dalam pandangan fiqh siyasah idariyah bertugas 

mengawasi pemilihan umum yaitu, Wilayah al-Hisbah. 

Pembahasan tentang tugas dan wewenang Wilayah al-Hisbah ini 

diarahkan secara khusus menurut peraturan yang ada. Di dalam 

perspektif politik hukum Islam (fiqh siyasah), para pakar hukum 

Islam selalu menghubungkan pemaknaan wilayah al- hisbah 

dengan tugas dan wewenangnya, yaitu, amr ma’ruf (memerintah 

kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah dan melarang 

kemungkaran). Dalam fiqh siyasah, Islam memiliki pandangan 

mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam 

Islam dikenal dengan wilah al- hisbah yang memiliki makna 
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imbalan, pengujian melakukan sesuatu perbuatan dengan 

perhitungan.
42

 

B. Kajian Terdahulu 

Sejauh penulusuran penulis, penulis hanya menemukan 

pembahasan yang mirip tapi tidak sama dengan penelitian penulis, seperti 

beberapa artikel jurnal tentang: 

Kajian-kajian pemilu yang berfokus pada pengawasan pelanggaran 

pemilu yang dilakukan oleh Wizdanul Ma‟arif dan kawan-kawan,
43

 

mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Kabupaten 

Tasikmalaya tahun 2020 dalam menyelesaikan dan melakukan pencegahan 

sengketa dan kecurangan. Kemudian juga dilakukan oleh Yulia 

Simamora,
44

 mengenai peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran 

pemilu serta menganalisa praktek pelanggaran pemilu di Sorkam Barat. 

Selanjutnya yang dilakukan juga oleh Muhammad Anwar,
45

 mengenai 

kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di 

Kabupaten Mandailing Natal. 
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Kajian-kajian pemilu yang berfokus pada kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pemilu yang dilakukan oleh Fathul Mu‟in dan kawan-

kawan,
46

 mengenai pengawasan dan kendala-kendala yang dihadapi 

Bawaslu kabupaten Pesawangan pada pemilu 2019. Kemudian juga 

dilakukan oleh Agus Edi Winarto dan kawan-kawan,
47

 mengenai 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan 

hambatan yang dihadapi Bawaslu Kediri dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat pada pemilu 2019. Selanjutnya yang dilakukan oleh Fety 

Fitriana Hertika dan kawan-kawan,
48

 mengenai proses pengawasan dan 

kendala dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. 

Kajian-kajian pemilu yang berfokus pada kewenangan Bawaslu 

dalam pemilu yang dilakukan oleh Pulung Abiyasa,
49

 mengenai 

kewenangan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

di Kota Semarang berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017. 
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Kemudian juga dilakukan oleh Shelvia Novianti,
50

 mengenai langkah 

Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 

Kabuaten Pesisir Barat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa studi tentang peran 

Bawaslu ini dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan berfokus pada 

kewenangan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, sementara 

itu pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu belum dilakukan di 

Kabupaten Kampar, karna itu peneliti akan meneliti dengan fokus terhadap 

peran Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu 2024. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologi 

(empiris) untuk menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari 

efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 

ketika menjalankan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan cara melakukan survei 

lapangan langsung untuk mengumpulkan data primer dan data 

sekunder yang diperoleh dari responden melalui wawancara, 

dokumentasi, dan kajian literatur sebagai bahan untuk melakukan 

penelitian ini.
51

 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, 

yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang 

bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati.
52

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

berlokasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 

                                                           
51

 Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 

42. 

52
 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6. 



33 
 

 
 

Kampar. Wilayah ini memiliki akses yang mudah bagi penulis untuk 

mengumpulkan informasi dan melakukan wawancara tentang topik 

yang diteliti. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten 

Kampar, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan 

Informasi, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 

Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan 

Hubungan Masyarakat, kemudian Koordinator Devisi Sumber Daya 

Manusia Organisasi dan Diklat. Objek penelitian ini adalah 

pengawasan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah informasi yang berasal langsung dari 

sumber aslinya, tidak melalui perantara.
53

 Data primer untuk 

penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, 

Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, 

Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 

Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan 

Hubungan Masyarakat, kemudian Koordinator Devisi Sumber 

Daya Manusia Organisasi dan Diklat. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari 

tangan kedua atau sumber lain yang tersedia.
54

 Informasi 

pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini 

UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan buku-buku 

serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

beserta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder,
55

 adapun data tersier pada penelitian ini adalah Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Arab serta 

ensiklopedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh dengan 

cara dan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Yaitu cara atau teknik untuk mengumpulkan informasi 

melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
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gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.
56

 

Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, 

karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam 

praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar 

catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun pada penelitian ini, peneliti 

turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang 

berlokasi di Bawaslu Kabupaten Kampar. 

b. Wawancara 

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara 

pengumpul data (pewawancara) dan sumber informasi 

(informan).
57

 Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara 

individu atau berkelompok guna mendapatkan informasi yang 

tepat dan otentik. 

Saat sedang melakukan wawancara, seorang pewawancara 

diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar 

informan menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat 

semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Ketika akan 

mewawancara harus memperhatikan teknik-teknik yang baik, 

seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud 
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wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, dan proses 

wawancara. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang pengawasan pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kampar, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan 

data berupa instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan kepada: 

Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Koordinator Devisi 

Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Koordinator 

Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Devisi 

Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, 

kemudian Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia Organisasi 

dan Diklat. Dengan tema bagaimana Bawaslu melakukan 

perannya dalam menjalankan pengawasan pemilu tahun 2024. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu peneliti mengambil informasi dari buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
58

 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam 

hal ini UUD 1945, undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan buku-

buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 
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d. Dokumentasi 

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, 

gambar atau karya monumental dari seseorang.
59

 Dokumentasi 

yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif,
60

 yakni setelah mengumpulkan data dari 

hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis 

menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan 

gambaran secara utuh, sehingga menjadi kesimpulan. 

7. Metode Penulisan 

Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya data-data 

disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif, yakni mendeskripsikan dan menguraikan 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara 

umum, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang 

khusus. 
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b. Metode Deskriptif, yakni menggambarkan dan menganalisis secara 

akurat dan benar tentang masalah yang diteliti sesuai dengan 

informasi yang diterima, sehingga dapat diambil kesimpulannya. 

B. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu 

kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari 

keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta 

padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang 

masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan 

memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 

pengambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. 

Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian 

baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. 

Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan 

ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjibplakan maka 

dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan 

dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa 

adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, 

pendekatan, sumber data, teknik pengumplan data dan analisis data. 

Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan 

demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara 
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keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna 

menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab 

kelima. 

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang peran badan pengawas 

pemilihan umum (pengertian Bawaslu, peran Bawaslu), pengawasan 

(pengertian pengawasan, tujuan pengkawasan, kendala dalam 

pengawasan), pemilihan umum (pengertian Pemilu, tujuan Pemilu), 

undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan tinjuan fiqh siyasah (pengertian 

fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian siyasah idariyah). 

Bab ketiga berisi tentang metode penilitian, jenis dan sifat 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode penulisan. 

Bab empat berisi tentang gambaran umum Bawaslu Kabupaten 

Kampar, peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pengawasan pemilu 

tahun 2024, faktor penghambat Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan 

dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Bawaslu dalam pengawasan 

pemilu.  

Bab lima merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis akan 

menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis 

lakukan. Terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih 

lanjut berkaitan dengan apa yang penulis teliti. 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menjalankan pengawasan 

pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kampar ialah 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi setiap proses 

tahapan pemilu yang belum, sedang dan akan dilakukan oleh KPU, 

karna KPU secara teknis yang menyelenggarakan pemilu mulai dari 

non tahapan pemilu. Kemudian melakukan upaya pengurangan atau 

meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap 

pelanggaran baik pelanggaran administasi, kode etik dan tindak pidana 

pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada 

penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pengawasan ini diperlukan agar 

setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai dengan Undang-

undang dan Peraturan yang ada. 

2. Adapun faktor yang menghambat Bawaslu Kabupaten Kampar dalam 

menjalankan pengawasan pemilu serentak 14 Febuari 2024 berdasarkan 

undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 

diantaranya yaitu: (a) faktor aturan, yaitu masih banyaknya aturan-

aturan yang umum dan belum spesifik baik dari KPU sendiri; (b) faktor 

kurangnya petugas di lapangan, yaitu petugas pengawas dilapangan 

tidak seimbang dengan jumlah objek pengawasan pemilu; (c) faktor 

BAB V 

PENUTUP 



 
 

 
 

budaya politik, seperti sering terjadinya serangan fajar yang dilakukan 

sebagai bentuk transaksi politik uang untuk mendapatkan suara 

sebanyaknya; (d) faktor partisipasi masyarakat, masih rendanya 

partisipasi masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan sifat apatis 

terhadap pelaksanaan pemilu. 

3. Dalam fiqih siyasah, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Islam dikenal 

dengan al-wilayah al-hisbah dikarenakan Wilayah Al-Hisbah 

merupakan lembaga yang setiap waktu menumbuhkan kesadaran akan 

syar'iat Islam serta mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. 

Wilayah Al-Hisbah ini sama dengan lembaga Bawaslu, namun Bawaslu 

hanya menegakan Hukum dalam Pemilu artinya wilayah kewenangan 

yang ada pada bawaslu hanya sebatas pada persoalan pengawasan 

dalam Pemilihan umum (Pemilu). 

B. Saran 

1. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Indonesia, Bawaslu mempunyai tugas yang harus dijalankan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu dengan kelengkapan 

perangkatnya diharapkan menjalankan fungsi pengawasan yang lebih 

berkualitas, efektif, dan efisien. 
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2. Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Kampar untuk bekerjasama 

dengan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu agar 

tidak terjadinya kekurangan petugas dilapangan, hal itu diperlukan 

untuk dapat membantu dalam mengawasi segala proses tahapan pemilu 

di seluruh wilayah. 

3. Pentingnya mengaitkan siyasah idariyah dengan peran pengawasan 

pemilu, dikarenakan Indonesia merupakan negara mayoritas muslim. 

Dengan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai pedoman oleh 

Bawaslu dalam menjalankan peran dan tugasnya. 
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Judul  : Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar Dalam Menjalankan 

Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam menjalankan 

pengawasan pemilu 2024 berdasarkan UU No 7 tahun 2017? 

2. Pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Pihak Bawaslu Kabupaten 

Kampar pada pemilu 2024? 

3. Apa saja faktor yang menghambat Bawaslu Kabupaten Kampar dalam 

menjalankan pengawasan pemilu 2024 berdasarkan UU No 7 tahun 2017? 

4. Strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar untuk 

memastikan kelancaran dan keberlanjutan pemilu 2024? 

5. Apa langkah-langkah konkrit yang telah diambil oleh Bawaslu Kabupaten 

Kampar dalam mempersiapkan diri untuk menjalankan pengawasan 

pemilu 2024? 

6. Dalam menghadapi potensi pelanggaran dan kecurangan selama pemilu, 

bisa dijelaskan Tindakan preventif yang sudah atau akan 

diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar? 

7. Berapa laporan atau temuan pelanggaran pemilu yang telah diterima oleh 

Bawaslu Kabupaten Kampar? 

8. Bagaimana cara mengatasi pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Kabupaten 

Kampar? 
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